
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 32 TAHUN 2018 

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 tentang 

Subsidi Angkutan Perintis Orang dengan Kereta Api 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 tentang Subsidi 

Angkutan Perintis Orang dengan Kereta Api, dalam 

penugasan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian 

Menteri menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta 

api perintis;

b. bahwa terdapat pelayanan angkutan perintis orang 

dengan kereta api baru dengan lintas pelayanan Padang - 

Duku - Bandara Minangkabau dan Bandara Sultan 

Mahmud Badaruddin II - Stadion Jakabaring, maka perlu 

dilakukan penyesuian terhadap penetapan tarif angkutan 

orang dengan kereta api perintis;
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan 

Orang dengan Kereta Api Perintis;

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lin tas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5961);

4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang 

Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan 

Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan 

Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan 

dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang
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Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 

2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi 

Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya 

Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, 

serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana 

Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 

2012 tentang Subsidi Angkutan Perintis Orang dengan 

Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 1066) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 

2012 tentang Subsidi Angkutan Perintis Orang dengan 

Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 423);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 

2015 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk 

Angkutan Orang dengan Kereta Api (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF 

ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS.

Pasal 1

(1) Tarif angkutan orang dengan kereta api perintis

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini.

(2) Tarif angkutan orang dengan kereta api perintis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk 

iuran wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan 

Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib 

Kecelakaan Penumpang.

Pasal 2

Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan 

Menteri Perhubungan Nomor KP 160 Tahun 2015 tentang 

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 18 April 2018

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 20 April 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEM ENTE RI AN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 542

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 32 TAHUN 2018 

TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN 

KERETA API PERINTIS

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS

No. NAMA KERETA API LINTAS PELAYANAN
TARIF

(Rp/Orang)
1 2 3 4

1 KA Perintis Cut Meutia
Krueng Geukeuh - Bungkah - Krueng 
Mane

1.000

2 KA Perintis Lembah Anai Lubuk Alung - Kayu Tanam 3.000

3
KA Bandara Minangkabau 
(BIM)

Padang - Tabing 5.000
Padang - Duku 5.000
Padang - BIM 10.000
Tabing - Duku 5.000
Tabing - BIM 10.000
Duku - BIM 10.000

4 KA Perintis Kertalaya Kertapati - Inderalaya 3.000

5 LRT Sumatera Selatan
Bandara Sultan Mahmud Badaruddin 
II - Ogan Permata Indah

10.000

Asrama Haji - Ogan Permata Indah 5.000
6 KA Perintis Siliwangi Sukabumi - Cianjur 3.000
7 KA Perintis Bathara Kresna Purwosari - Sukoharjo - Wonogiri 4.000
8 KA Perintis Jenggala Mojokerto - Tarik - Tulangan - Sidoarjo 4.000

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI
Salinan se suai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM

(IV/c) 
203 1 001


